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ABSTRAK
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Menurut pasal 98 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa lembaga adat
mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat dan
Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat menjelaskan aparat penegak hukum memberi
kesempatan kepada Keuchik agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu ditingkat Gampong salah satunya pembatalan
perjanjian pertunangan. Perjanjian pertunangan adalah perjanjian yang dilakukan saat penyerahan tanda pengikat oleh calon
mempelai laki-laki ke calon mempelai wanita di acara pertunangan. Namun apabila terjadi sengketa Qanun tersebut tidak mengatur
mengenai bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pembatalan perjanjian pertunangan tersebut, namun dalam kehidupan
sehari-hari seperti yang dilakukan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Lembaga Adat menyelesaikan sengketa
dengan menggunakan tata cara penyelesaian menurut hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabakan salah satu pihak membatalkan perjanjian pertunangan di
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, untuk menjelaskan akibat hukum dari pembatalan perjanjian pertunangan di
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan menjelaskan upaya penyelesaian sengketa pembatalan perjanjian pertunangan
menurut hukum adat di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan yang ada kaitannya dengan masalah diteliti.
Berdasarkan penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan salah satu pihak membatalkan perjanjian pertunangan yang
pertama, faktor pihak kedua, faktor ketidakcocokan, dan faktor ekonomi. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian pertunangan
bahwa pihak calon mempelai apabila yang membatalkan perjanjian pertunangan calon mempelai wanita maka tanda ikat atau tanda
jadinya digandakan atau dilipat duakan sedangkan apabila yang membatalkan nya calon mempelai laki-laki maka tanda ikat/tanda
jadi itu hangus. Upaya penyelesaian sengketa perjanjian pertunangan hanyalah menempuh jalur damai dengan musyawarah guna
memperoleh hak masing-masing akibat tidak terlaksanakan dengan benar perjanjian pertunangan ini antara kedua calon mempelai
tersebut.
Disarankan kepada calon mempelai yang ingin melakukan perjanjian pertunangan sebaiknya calon mempelai betul memperhatikan
factor kecocokan dan factor ekonomi dari mempelainya. Disarankan juga kepada calon mempelai yang membatalkan perjanjian
pertunangan membayar ganti rugi sebagaimana diperjanjikan saat di acara pertunangan. 
